
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATUR'VN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR I * TAHUN 2017 

TENTANG 

PERU BAHAN KEDUA AI^AS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan aset Pemerintah Daerah yang baik dan 

transparan akan meningkatkan akuntabilitas daleim 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah; 

b. bahwa untuk efektif dan efisien pengelolaan aset Pemerintah 

Kota Gorontalo perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peratunan 

Walikota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gorontalo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawtesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (LembEiran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang;an 

Negara (Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

\ 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan F'emerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisii; Angganm 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif 

Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembarjm 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3 1 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4488); J 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi K(5uangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembarsm 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana tekih 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan F'emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarjm 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan F'emerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

16. Peraturan F'emerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibiih 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan F'emerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah tersikhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

2 1 . Peraturan M enteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi T'emerintahain 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daersih 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 18, 

Tambahan l.«mbaran Daerah Kota Gorontalci Nomor 110 

Seri E ); 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 

22 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan i'^.kuntansi Pemerintah Kota Gorontalo (Berita E>aerah Kota 

Gorontalo Tahun 2014 Nomor 22) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan pada Lampiran XII.7 Tabel II perihal Aset Tetap Dalam Renovasi 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

NO J E N I S ASET 
RENOVASI/ 
RESTORASI/ 
OVERHAUL 

PENAMBAHAN 
MASA MANFAAT 

(TAHUN) 
ASET TETAP DALAM RENOVASI 

1. Peralatan dan Mesin dalam renovasi 100% 2 
2. Gedung; dan bangunan dalam renovasi > 30% 8 

> 30% - 45% 10 
> 45% - 65% 15 

3. Ja lan Iiigasi dan Jaringan dalam renovasi 100% 10 

Pasal I I 

Peraturan Walikota ini mulai b«:rlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuiiaya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal J ' ^ ^ ^ 2017 

I^^WALIKOTA GORONTALO, 

20] 

E N A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal o a i i 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO, 

ISMML MADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR i * 


